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GLOSARIUM 

 

Asas Legalitas Tiada perbuatan dapat 

dipidana kecuali atas dasar 

kekuatan ketentuan pidana 

menurut undang-undang yang 

sudah ada terlebih dahulu. 

Bijzonder Strafrecht  Sebagai bagian dari hukum 

pidana khusus 

Corrupt Compaign Practices  Korupsi yang berkaitan 

dengan kegiatan kampanye 

dengan menggunakan 

fasilitas negara dan bahkan 

juga penggunaan uang negara 

oleh calon penguasa yang 

saat itu memegang 

kekuasaan.  

Criminal Justice Process  Sistem peradilan pidana 

Defensive Corruption  Pihak yang akan dirugikan 

terpaksa ikut terlibat di 

dalamnya, atau bentuk ini 

membuat terjebak bahkan 

menjadi korban perbuatan 

korupsi. 

Diskriminasi Bentuk perbedaan perlakuan 

yang tidak adil. 

Due Process Of Law Seperangkat prosedur yang 

disyaratkan oleh hukum 

sebagai standar beracara yang 

berlaku universal. 

Dominus Litis Kekuasaan yang dimliki 

kejaksaan untuk menentukan 

apakah suatu perkara dapat 

diteruskan atau tidak ke 

persidangan berdasarkan alat 

bukti yang sah. 

Dokumen Elektronik  Setiap Informasi Elektronik 

yang dibuat, diteruskan, 

dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk 
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analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat 

dilihat, ditampilkan, dan/atau 

didengar melalui komputer 

atau Sistem Elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas 

pada tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto atau 

sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode akses, simbol 

atau perforasi yang memiliki 

makna atau arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya 

Efisien. 

Electronic Surveillance  Suatu tindakan pengamatan 

aktifitas atau percakapan 

manusia secara rahasia 

namun tanpa menggunakan 

jaringan komunikasi secara 

kabel mauoun nirkabel. 

Election Fraud  Korupsi yang berkaitan 

langsung dengan kecurangan-

kecurangan dalam pemilihan 

umum, baik yang dilakukan 

oleh calon penguasa atau 

calon anggota parlemen, 

ataupun oleh lembaga 

pelaksanaan pemilihan 

umum. 

Extraordinary Crime Kejahatan luar biasa. 

Extraordinary Instrument  Instrumen-instrumen hukum 

yang luar biasa 

Extraordinary Measure  Cara-cara yang luar biasa 

Extortive Corruption Korupsi yang dipaksakan 

kepada suatu pihak yang 

biasanya disertai dengan 

ancaman, teror, penekanan 

(pressure) terhadap 

kepentingan orang-orang dan 

hal-hal yang dimilikinya. 
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Fair Trial Peradilan yang adil. 

Historis Berkenaan dengan sejarah, 

bertalian atau ada 

hubungannya dengan masa 

lampau. 

Hak Asasi Manusia Seperangkat hak yang 

melekat pada diri manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi, 

dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan 

setiap orang demi 

kehormatan serta 

perlindungan harkat dan 

martabat manusia. 

Hak Privasi Kebebasan atau keleluasaan 

pribadi. 

Integrated Justice System  System Peradilan Pidana 

Terpadu. 

Interception Penyadapan.  

Investive Corruption Memberikan suatu jasa atau 

barang tertentu kepada pihak 

lain demi keuntungan di masa 

depan.  

Informasi Elektronik Satu atau sekumpulan data 

elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, electronic 

data interchange (EDI), surat 

elektronik (electronic mail), 

telegram, teleks, telecopy 

atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode akses, simbol, 

atau perforasi yang telah 

diolah yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya. 

Ius Constituendum Hukum yang akan berlaku di 

masa depan. 

KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MUHAMMAD AZIZ RIDWAN, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



157 
 

Ius Opreratum Pelaksanaan hukum positif. 

Intersepsi Penyadapan. 

Jabatan Fungsional  Jabatan yang bersifat 

keahlian teknis dalam 

organisasi Kejaksaan yang 

karena fungsinya 

memungkinkan kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

Judicial Review Pengujian peraturan 

perundang-undangan. 

Jaksa  Pejabat fungsional yang 

diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk 

bertindak sebagai penuntut 

umum dan pelaksana putusan 

pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum 

tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang. 

Jaksa Agung  Pimpinan dan penanggung 

jawab tertinggi kejaksaan 

yang memimpin, 

mengendalikan pelaksanaan 

tugas, dan wewenang 

kejaksaan. 

Justifikasi Pembenaran sekaligus 

merupakan alasan, 

pertimbangan, bukti, atau 

fakta yang membuat tindakan 

atau keputusan yang diambil 

menjadi wajar atau benar. 

Kebenaran Materiil  Kebenaran hakiki 

berdasarkan fakta-fakta 

hukum. 

Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Nasional di 

Indonesia, yang bertanggung 

jawab langsung di bawah 

Presiden. 

Kejaksaan Republik Indonesia  Lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan 

negara secara merdeka 
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terutama pelaksanaan tugas 

dan kewenangan di bidang 

penuntutan dan melaksanakan 

tugas dan kewenangan di 

bidang penyidikan dan 

penuntutan perkara tindak 

pidana korupsi dan 

Pelanggaran HAM berat serta 

kewenangan lain berdasarkan 

undang-undang. 

Kewenangan Hak untuk melakukan sesuatu 

atau memerintah orang lain 

untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu agar 

tercapai tujuan tertentu. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Lembaga negara yang 

dibentuk dengan tujuan 

meningkatkan daya guna dan 

hasil guna terhadap upaya 

pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 

Korupsi Perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang 

dilakukan secara melawan 

hukum yang dapat merugikan 

keuangan negara atau 

perekonomian negara. 

Koordinasi  Menyelaraskan atau 

menyeimbangkan kegiatan 

kerja dari satu pihak dengan 

pihak yang lain demi 

mencapai tujuan masing-

masing pihak dan berakhir 

dengan tujuan bersama. 

Law In Book Hukum yang tertulis. 

Legal Policy Kebijakan hukum. 

Locus Delicti Tempat tindak pidana 

dilakukan. 

Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Hukum yang menyatakan 

bahwa hukum yang bersifat 
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khusus mengesampingkan 

hukum yang bersifat umum. 

Memori van Toelichting/MvT  Penjelasan atas rencana 

undang-undang. 

Modus Operandi Cara operasi orang perorang 

atau kelompok penjahat 

dalam menjalankan rencana 

kejahatannya. Kata tersebut 

sering digunakan di koran-

koran atau televisi jika ada 

berita kejahatan. 

Nepotistic Corruption Penyalahgunaan kekuasaan 

dan wewenang untuk 

berbagai keuntungan bagi 

teman atau sanak saudara dan 

kroni-kroninya.  

Non-Derogable Rights Hak-hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan 

apapun. 

Non Self Incrimination  Hak terdakwa untuk tidak 

mengkriminalkan atau 

menjerat dirinya sendiri 

dalam suatu kasus 

persidangan. 

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tertangkapnya seseorang 

pada waktu sedang 

melakukan tindak pidana, 

atau dengan segera sesudah 

beberapa saat tindak pidana 

itu dilakukan, atau sesaat 

kemudian diserukan oleh 

khalayak ramai sebagai orang 

yang melakukannya, atau 

apabila sesaat kemudian 

padanya ditemukan benda 

yang diduga keras telah 

dipergunakan untuk 

melakukan tindak pidana itu 

yang menunjukkan bahwa Ia 

adalah pelakunya atau turut 

melakukan atau membantu 

melakukan tindak pidana itu. 

Opsporingstactiek Taktik penyidikan. 
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Opsporingstechniek Teknik penyidikan. 

Outogenic Corruption Korupsi yang dilakukan 

seorang diri (single fighter), 

tidak ada pihak atau orang 

diri yang terlibat. 

Penegak Hukum Aparat yang melaksanakan 

proses upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku 

dalam lalulintas atau 

hubungan–hubungan hukum 

dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara, 

untuk menjamin dan 

memastikan tegaknya hukum 

itu, apabila diperlukan, 

aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa. 

Penuntut Umum  Jaksa yang diberi wewenang 

oleh Undang-Undang ini 

untuk melakukan penuntutan 

dan melaksanakan penetapan 

hakim. 

Penyadapan Mendengarkan, merekam, 

mengubah, menghambat dan 

mencatat transmisi transaksi 

elektronik yang tidak bersifat 

publik, baik menggunakan 

jaringan kabel komunikasi 

maupun nirkabel 

Penyelidikan Serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa 

yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara 

yang diatur dalam undang-

undang. 

Penyidikan   Serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan 
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menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini 

untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya 

Penyuapan Seseorang penguasa 

menawarkan uang atau jasa 

lain kepada seseorang atau 

keluarganya untuk suatu jasa 

bagi pemberi uang. 

Pemerasan Orang yang memegang 

kekuasaan menuntut 

pembayaran uang atau jasa 

lain sebagai ganti atau timbal 

balik fasilitas yang diberikan. 

Politik Hukum Pidana  Bagaimana hukum pidana 

dapat dirumuskan dengan 

baik dan memberikan 

pedoman kepada pembuat 

undang-undang (kebijakan 

legislatif), kebijakan aplikatif 

(kebijakan yudikatif), dan 

pelaksana hukum pidana 

(kebijakan eksekutif). 

Prosecutor Jaksa. 

Pro Justitia  Untuk/demi hukum atau 

undang-undang. 

Putusan Pernyataan hakim sebagai 

pejabat negara yang 

melaksanakan tugas 

kekuasaan kehakiman yang 

diberi wewenang untuk itu 

yang diucapkan di 

persidangan dan bertujuan 

untuk menyelesaikan suatu 

perkara. 

Ratio Decidendy Latar belakang serta dasar 

alasan atau pendirian hakim 

dalam memeriksa serta 

KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MUHAMMAD AZIZ RIDWAN, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



162 
 

memutus sengketa yang 

dihadapkan kepadanya. 

Sistematis Teratur menurut sistem, 

memakai sistem dengan cara 

yang diatur baik-baik. 

SP3  Surat Perintah Penghentian 

Penyidikan/ Penuntutan. 

Supervisi Suatu layanan dari atasan 

kepada bawahan dengan 

memberikan pengarahan guna 

mengembangkan kinerja 

menjadi lebih baik. 

Supportive Corruption Korupsi dukungan (support) 

dan tak ada orang atau pihak 

lain yang terlibat. 

Status Quo Keadaan tetap sebagaimana 

keadaan sekarang atau 

sebagaimana keadaan 

sebelumnya. 

Tempus Delicti Waktu tindak pidana 

dilakukan. 

Transactive Corruption Korupsi yang menunjuk 

adanya kesepakatan timbal 

balik antara pihak pemberi 

dan pihak penerima demi 

keuntungan kepada kedua 

belah pihak dan dengan aktif 

diusahakan tercapainya 

keuntungan yang biasanya 

melibatkan dunia usaha atau 

bisnis dengan pemerintah.  

Transaksi Elektronik Perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, 

jaringan Komputer, dan/atau 

media elektronik lainnya. 

Trigger Mechanism  Mendorong atau sebagai 

stimulus agar upaya 

pemberantasan korupsi oleh 

lembaga-lembaga yang telah 

ada sebelumnya menjadi 

lebih efektif dan efisien. 
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Validitas  Suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. 
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